BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
~ 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
‘ Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ﬂ 4421);

' 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238
Tambahan  Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);
4 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 194);




5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024

tentang Kabupaten Solok di Proviinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6972);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menetapkan

dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur

penyelenggara

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Solok.




4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Solok

5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya disebut dengan RPJPN adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara
bertahap.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua
puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun
2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata
ruang wilayah Daerah.

Pasal 4

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

bab I memuat pendahuluan;

bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;

bab III memuat permasalahan dan isu strategis;

bab IV memuat visi dan misi Daerah;

bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan

bab VI memuat penutup.

(2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD
dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah
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dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu
Tahun 2025-2045.

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD
Tahun 2025-2045.

(2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan,;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak
dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-
2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini

Daerah Kabupaten Solok.

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Degewmber

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

dengan penempatannya dalam Lembaran

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desewber 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT (7/96/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

1%

BRIZALDI



L.

PENJELASAN
ATAS
RATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (4),
menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik,
partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
Perencanaan  pembangunan  Daerah  bertujuan untuk
mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan Kkerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam
mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat daerah  yang
berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan
subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD
Kabupaten Solok 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan
nasional, karena Kabupaten Solok merupakan bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi Indonesia Emas
harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita
Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka
disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045 : Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi
calon Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan

6




pemilihan Bupati.

RPJPD Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen RPJPD
yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Tahun
2025-2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi
Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi
Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun
2025-2045. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur
mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah
yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR {16




Pemerintah Kabupaten Solok s

5. Non APBN/APBD : sumber ini dapat berasal dari Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, BUMD dan
Pemerintah Daerah Lain.

Peningkatan pembiayaan dilakukan melalui pengembangan
inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber
pembiayaan, penerapan skema pembiayaan baru dan optimalisasi
pendapatan daerah. Selanjutnya, peningkatan sumber pembiayaan
perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga
kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal.

6.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan
pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen
RPJPD menjabarkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan
daerah serta indikator kinerja selama kurun waktu 20 tahun yang
menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah
sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJPD ini juga
menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam
menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan periodesasi 5 tahunan serta Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periodesasi tahunan.

6.4 Saran

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang berperan
penting dalam keberhasilan pembangunan jangka panjang
Kabupaten Solok untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu :
“Kabupaten Solok Terbaik, Maju dan Berkelanjutan”. Keberhasilan
tersebut perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan
daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan
pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada
rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan
dalam pembangunan Kabupaten Solok; serta (5) dalam rangka
menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan
rencana.

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indohesia Tahun 2022 Nomor 238
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6841);

4 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 194);
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5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024
tentang Kabupaten Solok di Proviinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6972);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana

() Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
N DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
' dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025 - 2045.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Solok.




4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Solok

5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya disebut dengan RPJPN adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara
bertahap.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua
puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun
2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata
ruang wilayah Daerah.

Pasal 4

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

bab I memuat pendahuluan;

bab IT memuat gambaran umum kondisi Daerah;

bab IIl memuat permasalahan dan isu strategis;

bab IV memuat visi dan misi Daerah;

bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f. bab VI memuat penutup.

(2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD
dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah
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dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu
Tahun 2025-2045.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

3)

(4)

Pasal 6

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD
Tahun 2025-2045.

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak
dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-
2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

!
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (4),
menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana
pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik,
partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
Perencanaan  pembangunan Daerah  bertujuan  untuk
mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan Kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam
mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat daerah yang
berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan
subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD
Kabupaten Solok 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan
nasional, karena Kabupaten Solok merupakan bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi Indonesia Emas
harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung -cita-cita
Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka
disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045 : Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi
calon Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan
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pemilihan Bupati.

RPJPD Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen RPJPD
yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Tahun
2025-2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi
Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi
Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun
2025-2045. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur
mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah
yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR




